




Baharudin, Riswan. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Makassar Menyambut 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 
2013. Makassar: Universitas Hasanudin. 
 
Baladraf, Nadia  Pengaruh Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Sektor Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Gorontalo: Universitas Negeri 
Gorontalo. 
 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
Kaho, JR. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: 
Rajawali Pers. 
 
Lexy J Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Posda 
Karya. 
 
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 
Penerbit Andi.  
 
Mardiasmo. 2011. Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi. 
 
Marjuliana, Azzura. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan berdasarkan 
UU No.28 Tahun 2009 di Kota Padang dan Bukittinggi. Padang: 
Universitas Andalas. 
Mokamat. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. Semarang : Universitas 
Diponogoro.  
 
Nadhia, Syarifa. 2012. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang : STIE MDP. 
 
Nasution. 2006. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta : Bumi Aksara. 
 
Nazir, Mohammad.2003. Metode Penelitian. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia. 
 




Peraturan Daerah Kota padang Nomor 7 Tahun 2011 Teantang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan Perkotaan. 2011. Padang: Walikota Padang. 
 
Rima, Adelina. 2013 Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi 
Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. 
Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. 
 
Sekaran, Uma. 2011. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba 
Empat. 
 
Soemitro, Rachmat. 2001. Asas-asas Hukum Perpajakan. Cetakan Pertama. 
Bandung: Binacipta. 
 
Sugiono. 2001. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. 2014. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. 
Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 
  
Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 
 
